
BUPATI SUMBAWABARAT -'

PROVINSI NUSATENGGARABARAT

PERATURAN BUPAT1 SUMBAWA BARAT

NOMOR ı¿ TAHUN 2021

TENTANG

PEDOMAN PENGELOLAAN KEUANGAN PADA

BADAN LAYANAN UMUMDAERAH RUMAH SAKIT UMUMDAERAH ASY-SYIFA

SUMBAWA BARAT

Menimbang: a.

b.

DENGAN RAHMATTUHANYANG MAHAESA

BUPATI SUMBAWA BARAT,

bahwa dalam rangka kelancaran dan ketertiban serta

pertanggung|awaban pengelolaan keuangan Badan

Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Asy

Syifa’ Kabupaten Sumbawa Barat diperlukan pedoman

nutuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat;

bahwa untuk memberikan arah, landasan, dan kepastian

hukum dalam optimalisasi pengelolaan keuangan Badan

dayanan Umum Daerah yarıg didasarkan pada prinsip

ekonomi dan produktivitas serta penerapan praktik bisnis

yang sehat diperlukan pengaturan dalam

penyelenggaraannya;

c. bahwa untuk menjamin adanya konsistensi dan prinsip

fleksibilitas dalam pengelolaan keuangan sebagaimana

dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu

ditetapkan Pedoman Pengelolaan Keuangan pada Badan

Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Asy-

Syifa Sumbawa Barat;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6} Undang-Undang Dasar NegaraRepublik

Indonesia Tahun 1945;);

3. Undang-Undang Nomor

Pembentukan

69 Tahun 1958 tentang
Daerah Daerah Tingkat 11 Dal&2n Daerah-

Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nun
Tenggara Timur (Lemb fan Negara Republik Indoneeia

Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan

Republik Indonesia Nomor 1655};
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6.

9.

Korupsi, Kolusi dan Nepotísme (Lembar8fl seguraRepufilik

Indonesla Tahun 1999 NommF 75, Tambahan

Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

4. Undnng-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003

Nomor 47,Tambahan Lembaran Negara Republik

Nomor 4286);

s. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2003

Indonesia

tentang

Pembentukan Kabupaten Sumbawa Barat di PrOVÍIlSÍ

Tenggara Barat (Lembaran Negara

Tahun 2003 Nomor 145, Tambahan

Republik Indonesia Nomor 4340J;

Nusa

Republik Indonesia

wmbwazz Negara

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang

Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, TambahoR Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang

Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004

Nomor 66,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4400);

8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang

Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2004 NOmOr 126, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indorlesia Nomor 4438);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah

diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang

Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang

Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan

Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas

Peraturan pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang

Pengelolaan Keuangan Badan Layanan urnes (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

5340);
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Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negà

Republik Indoneeia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 tahun 2016

tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita

Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018

tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara

Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020

tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor

1781);

16. Peraturan Daerah Nomor8 Tahun 2012 tentang Sistem

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah

Kabupaten Sumbawa Barat Tahun fl0l2 Nomor 8,

Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Barat

Nomor2);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN

PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM

DAERAH ASYSYIFA KABUPATEN SUMBAWA BARAT.

BABI

KETENTUAN UMUM

Pasal1

Dalam Peraturan Bupati iniyang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Sumbawa Barat.

2. Pemerintah Daerah adalah

pemerintahan daerah

pemerintah

Bupati sebagai

yang memimpin

an yang menjadi kewenangan daerah

3. Bupati adalah Bupati Sumbawa Barat.

4. RuITl th Sakit Umum Daerah

selanjutnya disebut RSUD

Pemerintah Daerah

Badan Layanan

yangdikelola dengan Pola
Umum Daerah (PPK—BLUD).

unsur peny

pelaksanaan

otonom.

elenggara

urusan

Asy—Syifa Sumbawa Barat
adalah Rumah Sai<it umum

Pengelolaan Ket@¡dqg
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14.

keu£tjqgan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan

keuangan daerah pada umumnya.

6. POlaPengelolaan Keuangan BLUD, yang selanjutnyadisin
gkat PPK-

BLUD adalah pola pengelolaan keuangan banfi memberikan

fleksibilitas berupa keleluasaan untuk menerapkan praktek-

bisnis yang sehat untuk meningkatkan pelayanan

praktek

kepada

masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan

mencerdaskan kehidupan bangsa, sebagai pengecualİ£tn dan

ketentuarı pengelolaan keuangan daerah pada umumnya.

7. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD

adalah Kepala SKPKD yang mempunyai tugas melaksanakan

pengelolaan APBD danbertindak sebagai bendahara umumdaerah.

8. Laporan Keuangan adalah Laporan Pertanggung jawaban pengelolaan

keuangan RSUD yang terdiri atas, Laporan Realisasi Anggaran,

Laporan Perubahan SAL, Neraca, Laporaii Operasional, Laporan Arus

Kas, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan

Keuwgan.

9. Pejabat Pengelola RSUD yang selanjutnya disebut pejabat pengelola,

adalah pejabat yang bertanggung jawab terhadap kinerJa operasional

RSUD yang terdiri atas pemimpin, pejabat keuangan dan pejabat

teknis.

10. Pengguna Anggaran RSUD adalah pejabat pemegang kewenangan

penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi

Perangkat Daerah yang dipimpinnya.

11. Kuasa Pengguna Anggaran RSUD adalah pejabat yang diberi kuasa

untuk melaksanakan sebagian kewenangan Pengguna Anggaran

dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi RS UD.

12. Piutang RSUD adalah jumlah uang yang akan diterima oleh RSUD

dan/atau hak RSUD sebagai akibat perjanjian atau akibat lainnya

berdasarkan peraturan perundang-undangan atau akibat lainnya

yang sah.

13. Pendapatan adalah semua penerimaan dalam bentuk kas dan

tagihan RSUD yang menambah ekuitas dana lancar dalam periode

anggaran bersangkutan yang tidak perlu dibayar kembali.

Belanja adalah semua pengeluaran dari rekening

mengurangi ekuitas dana lanC£tT dalam periode tahun

kas yang

bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya
oleh RSUD.

15. Utang RSUD adalah kewajiban yang timbul dari
berdasarkan peraturan perundang-undangan,

berdasarkan sebab lainnya y£t5la shh

mengakibatkan aliran keluar sumber

16. Rencana Strategis RSUD, yang

dokumen perencanaan bisnis

berisi Visi, MİSÎ, Program

danRencana capaan

daya ekonomiRSUD.

Program, Biaya,

kembali

peristiwa masa lalu

perjanjian, atau

darl penyelesaiafTfyya

selarıjutnya disingkat Renstra
dan penganggaran lima

Strategis, Al££t Penguk{{r

adalah

tahunany g

Penanegung¡awab dan



disingkat RBA

tahunan

SUD.

Ok11t 1f•n Pel‹wl‹sanaa n Anggaran RSUD yangselanjutflJCfd

.A- RSUD adalali dokumen yang memuat pendapatan dan

isingkat

belanja,

pro3’eksi arus kas, kualitas jasa yang dihasilkan y£tlg

dip•unakan sebagai dasar pelaksanaananggaran oleh RS UD.

U. Satuan Pengaivas I nternal adalah perangkat RSUDyiRIg bertugas

melakukan pengawasan dan pengendalian ir ternal dalHlTl rangka

membantu pemimpin RSUD untuk meningkatkan kr efiä pe}äyä
na
n,

keuarigan dan tanggungjau ab sOsial (social responeibilitfi) dal&Tn

menyelenggarakan bisnis sehat.

20. Deu'an Pengawas RSUD yang selanjutnya disebut Dewan

adalah organ yang bertugas melakukan peng I CtSCt

pengelolaan RS UD.

Pengawas

terhada]O

2 1. Pembina RSUD adalah organ ywg bertugas melakukan pembinaari

terhadap pengelolaan BLUD yang terdiri atas pembina teknis dan

Pembina keuangan.

BAB II

R UANG LINGIIUP

Pasal2

R u ang lingkup pcdoman tel‹riis pengelolaan keuangan B LUD RSUD

meliputi:

a. per gelolaan ketiangan;

b. pei'encanaan dan pengarggaran;

c. pelaksanaan anggaran;

d . pelaporan clan pertanggung jaivaban, en titas clan basis akuntari si;d an

e. akuri tablii tas kinerja.

BAB III

PE NG ELOLAAN ItEUANGAN

Bagian I4esatu

Pejabat Pengelola

Pasal3

Pejabat pengelola BLUD RSUD terdiri atas

a. clirektur selaku pemimpin BLUD RSUD;

b. Pejabat Pengelola Keuangan, Kepala Bagian Tata Usaha dan liepala

sulk Bagian yang membidangi lieu an gan selaku pejabat keuangan. dan

c. pejabat leknis, Jtepala Eitlang, lkr.p o Io deksi clan I4epala snö Bagian
selaku pejalärt teknis.

Di pindai denqan Ca mscanner

J



< <d&nh benanggungjawabumumoperasional dan $*< -

ng jawab eebagaimana dimaksud pada ayat (1) mk P P

a. memimpin, mengarahkan, membina, mengawasi, mengendalikan

dan mengevaluasi penyelenggaraan kegiatan RSUD agar lebïh

efisien dan produktifitas;

b. merumuskan penetapan kebijakan teknis RSUD eerta kewajiban

lainnya sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan olehBupati.

Menyiapkan Renstra;

Menyiapkan RBA;

menyusun RKA danDPA;

mengusulkan calon pejabat keuangan dan pejabat teknis kepada

Bupati sesuai dengan ketentuan;

g. menetapkan pejabat pelaksana teknis kegiatan, pejabat

penatausahaan keuangan serta pejabat lainnnya dalam unit yang

dipimpinnya dalam rangka pengelolaan keuanganDaerah;

h. menetapkan pejabat lainnya sesuai dengan kebutuhan RSUD selain

pejabat yang telah ditetapkan dengan peraturan perundang-

undangan;

i. pelaksanaan kebijakan RSUD yang dilakukan oleh pejabat

keuangan dan pejabat teknis, mengendalikan tugas satuan

pengawas internal;

j. men3•ampaikan pertanggung jawaban kine a operasional dan

keuangan RSUD kepada Bupati;

k. menandatangani Surat Perintah Membayar (SPM); dan

L tugas lainnya yang ditetapkan oleh Bupati sesuai dengan

kewenangannya.

(3) Pemimpin bertindak selaku pengguna anggaran/pengguna barang.

Bagian Ketiga

Pejabat Keuangan RSUD

Passl5

{1) Pejabat Pengelola Keuangan, Kepala

membidangi keU&Rgan aelakll pejabat

adalah penanggung jawab keuangan.

Bagian Tata Ueahg,

Pengelola keuangan RSUD



(3)

(Ç

(2) Pejabat

Oİp[j

Pengelola lleunngan dalam melaksanakan tugasnya dibantu

k8 £1C ub. Bogİ£ın lleuangan dalam Pertanggungjaw&ball dan

PelakgenaRn Penatnueahaen lıeuangan.

«JabeÎ Pelıgelole lîeuangan sebagaimana dimaksud ayat( 1)dan ayat

I )• ompunyei tugas:

a. merumuskan kebijakan terkait pengelolaan keuangan;

b.mengkoordinasikan penyusunan RBA;

c. menyiapkan DPA RSU D;

d.melakukan pengelolaan pendapatan dan belanja;

e. menyelenggarakan pengelolaan kas;

f. melakukan pengelolaan utarig, piutang dan fnvestasi;

g. men}'usun kebijakan pengelolaan barang mi1il‹ daerah yang berada

dibawah penguasaarınya;

h. menyelenggarakan sistem informasi manajemen keuangan;

i. menyelenggarakan akuntansi dan penyusunan laporan keuangan;

j. menyiapkan Surat Perintah Membayar (SPM); dan

k. tugas lainnya yang ditetapkan oleh bupati dan/atau pemimpin sesuai

dengan kewenangannya.

(4) Pejabat Pengelola Keuangan dalam melaksanakan tugas sebagaimana

dimaksud pada ayat (3) dibantu oleh Bendahara Penerimaan dan

Bendahara Pengeluaran, atau Bendahara Penerimaan Pembantu dan

Bendahara Pengeluaran Pembantu.

Pejabat Pengelola keuangan, Bendahara Penerimaan dan Bendahara

Pengeluaran atau Bendahara Penerimaan Pembantu dan Bendahara

Pengeluaran Pembantu harus dijabat oleh pegawai negeri sipil.

Bagian Keempat

Pejabat Penatausaliaan Keuangan RSUD

PasM6

(1) Kepala Sub Bagian yang membidangi keuangan selaku Pejabat

Penatausahaan Keuangan RSUD adalah pejabat yang melaksanakan

fungsi tata usaha keuangan RSUD.

(2) Pejabat Penatausahaan Keuangan

ayat (1) mempunyai tugas:

a meneliti kelengkapan Surat

(SPP-LS) pengadaan barang

bendahma

RSUD sebagaimana dirrlaksud pada

Permintaan Pembayaran Langsung

dan jasa yang disampaikan

pengeluaran dan diketahui/disetujui oleh PPTK;

b. meneliti kelengkapan SPP-UP, SPP-GU, SPP-TU
dantunjangan PNS serta penghasilan
sesuai dengan ketentuan

oleh

dan SPP-LS gaji

lainnya yang ditetapkan

perundang-undangan yang diajukan oleh



J, bezz¿tahara pengeîuazan;

zoelaku y€î«sw»:S ‹t

m$nyiapkan SPM; '

melakukan verifikaai harian atas penerimaan;

melake akan akuntansi;

menyiapkan laporan keuangan;

melakukan penatausahaan utang/piutangi

melakukan penatausahaan penerimaan/piutang;

melakukan penatausahaan pengeluaran/utang;

melakukan penatausahaan ekuitas.

Bagian Kelima

Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran

Pasal7

(U Direktur mengusulkan penetapan bendahara penerimaan dan

bendahara pengeluaran kepada Bupati melalui PPKD untuk

melaksarıakan tugas kebendaharaan dalam rangka pelaksanaan

(2) Bendahara penerimaan dan bendahara pengeluaran baik secara

langsung maupun tidak langsung dilarang melakukan kegiatan

perdagangan, pekerjaan, pemborongan dar penjualan jasa atau

bertindak sebagai penjamin atas kegiatan/pekerjaan/penjualan di

RSUD, serta membuka rekening atau menyimpan uang pada suatu

bank atau lembaga keuangan lainnya atas nama pribadi.

(3) Bendahara penerimaan dan atau bendahara pengeluaran dalam

melaksanakan tugasnya dapat dibantu oleh bendahara penerimaan

pembantu dan/atau bendahara pengeluaran pembantu.

Bagian Keenam

Pejabat Teknis

Pasal8

(1) Kepala Bidang, Kepala Bagian, Kepala Seksi dan Kepala sub

selaku pejabat teknis mempunyai fungsi sebagai penangguljg

teknis operasional dan pelayanan dibidang tugasnya.

@ Penanggung jawab teknis sebagaimana dimaksud

mempunyai tugas:

a menyusun perencanaan

dibidangnya;

melaksanakan

dengan RBA;

Bayan

jawab

98da ayat (U

kegiatan teknisoperasional dan pelayanart

kegiatan teknis operasional dan pelayan qpy

memimpin døn mengendalilfan kegiatan teknig pp¢pggJøjqgj
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teknia eeba«ai dbnakaud ayat (1},

tan dengan mutu, standarieaai, a •

t8e sumber daya mariners,. ’ dari M

day sñnnya.

Bahan Ketujuh

Pgmbina, Satuañ PengaWds Internal dan Pengawas BLUD

Pasal9

Pembina dan pengawas BLUD terdiri atas:

a. pembina teknis dan Pembina keuangan; Satuan pengawas interñal; dan

b. Dewan pengawas.

Pasal 10

(1) Pembina teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal9 huruf a yaitu

Kepala Dinas Kesehatan Daerah.

{2) Pembina Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal9 huruf a

yaitu PPKD.

{3J Satuan pengawas internal sebagaimana dimaksud dalam Pasal9 huruf

b dibentuk oleh Pimpinan RSUD untuk pengawasan dan pengendalian

internal terhadap kine a pelayanan, keuangan dan pengaruh

lingkungan sosial dalam menyelenggarakan praktek bisnis yang sehat.

(1) Dewan pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal9 hurufb terdiri

dari unsur-unsur:

a. pejabat SKPDyang berkaitan dengan kegiatan BLUD;

b. Pejabat di lingkungan Satuan Pengelola Keuangan Daerah; dan

c. Tenaga Ahli yang sesuai dengan kegiatan BLUD.

Keanggotaan Dewan Pengawas terdiri dari3 sampai dengan.5 Ö2°ang dan

seorang diantara anggota Dewan Pengawas ditetapkân sebagai Ketua
Dewan Pengawas.

@ Pembentukan Dewan

Keputusan Bupati.

(4j ”Masa

tahun

peiigawas padd Rumah Sakit ditetapkan ,dengan

jabatanAnggota Dewan Pengawas ditetapkan ‘eelama s
dan dapikt diarl kat kembali selama memenuhi persyaratan.

Dipi nda i dengan Ca mscanner
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(fî)

BAB IV

PERENCANAAN DAN PENGANGG

Bagian Kesatu

Perencanaan

Pasal 12

(t) RSUD menyusun Renstra yang merupakan dokumen perencanaarı

BLUD untulc periode6 (lima) tahun.

Renstra penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah

(RPJMD) Kabupaten.

(3) Renstra RSUD sebagaimana ctimaksud pada ayat (1) digunakanSeb£Lg

pedoman bagi RSUD dalam menyusun Henja RSUD dan digu£l&k

sebagai bahan penyusunan rancangan RKPD.

Renstra diatur tersendiri dengan Peraturan Bupati.

Renstra dipergunal‹an sebagai acuan untuk penyusunan RBA dan

evaluasi kinerja.

Bagian Kedua

Penganggaran

Pasal13

(1) RBA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (5) disusun

berdasarkan:

a anggaran berbasis kinerja;

b. standar satuan harga;

c kebutuhan belanja dan kemampuan pendapatan yang

diperkirakan akan diperoleh dari dayanan yang diberikan kepada

masyarakat, hibah, hasil keŞasama dengan pihak lain dan /atau

hasil u saha lainnya, APBD, dan sumber pendapatan BLUD

lainnya.

(2) Anggaran berbasis kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf

a merupakan analisis kegiatan yang berorientasi pada pencapaian

output dengan penggunaan sumber daya secaraefisien.

(3) Standar satuan harga sebagaimana dimaksud pada ayat (1)hurufb

merupakan harga satuan setiap unit barang/jasa yang berlaku di

Daerah.

(4) Dalam halBLUD belum menyusun standar satuan harga sebagaimari££

dimaksud pada ayat (1) huruf b, BLUD menggunakan standar satuan

harga yang ditetapkan oleh Keputusan Bupati.

Kebutuhan belanja dan kemampuan pendapatan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1} hurufc merupakan pagu belanja yang dirinci



(2

(3)

(1)

(2

(q

menurut belanja operasi dan belanja modal.

(6) erubahan terhadap RBA dan DPA dilakukan apabila:

o terdapat penambahan atau pengurangan ggaran yanB

bersumber dan pendapatan operasional dariAPBD;

h belanja melampaui ambang batas fleksibilitas y¡jJqg telah

ditetapkan; dan

n pergeseran antarjenis belanja dan /atau antar kegiatarl.

(T) Perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilHk anakan sesuai

dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 14

(1) RBA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1), meliputi:

a. ringkasan pendapatan, belanja dan pembiayaan;

b.rincian anggaran pendapatan, belanja dan pembiayaan;

c. perkiraan harga;

d. besaran persentase ambang batas; dan

e. perkiraan maju atau forward estimate.

RBA sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) menganut pola anggaran

fleksibel dengan suatu persentase ambang batas tertentu.

RBA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disertai dengan

standar pelayanan minimal.

Pasal U

Ringkasan pendapatan, belwja dan pembiayaan sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf a merupakan ringkasan

perıdapatan, belanja dan pembiayaan.

Rincian anggaran pendapatan, belanja dan pembiayaan sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf b, merupakan rencana

anggaran untuk seluruh kegiatan tahunan yang dinyatakan dalam

satuan uang yang tercermin dari rencana pendapatan, belanja dan

pembiayaan.

Perkiraan harga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf

c, merupakan estimasi hargajual produk barang dan/atau jasa setelah

memperhitungkan biaya per satuan dan tingkat margin 3ajqg

ditentukan seperti tercermin dari Tarif Layanan.

Besaran persentase ambang batas sebagaimana dimaksud dalamP££S

14 ayat (1) huruf d, merupakan besaran persentase perubahan

anggaran bersumber dari pendapatan operasional yang diperkenankan

dan ditentukan dengan mempertimbangkan fluktuasi kegiatan
operasional BLUD.



Dipindai dengan CamScanner
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ta

(1)

Wrgeseran rincian belanja

tlilRkseneken setiap Tribulan.

sebagaimana dimaksud pada ayat (9)

RİnPİen belanja dicantumkan dalam RBA.

Pasal lT

kBA sebagaimana dimaksud dalam PaSal lÖ alet (1)

ciiintegrasikan/dikonsolidasikan dan merupakan kesatuan dari RKA

RSU D Asy Syifa Sumbawa Barat.

RKA beserta RBA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diSam]3iRÍÍ€àfi

kepacla PP1(D sebagai bahan penyusunan rancangan peraturan daerah

tentang APBD.

Pasal 18

(1) PPhiD menyampaikan RIBA beserta RBA sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 17 kepada tim anggaran pemerintah daerah untuk dilakukan

penelaahan.

Hasil penelaahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain

digunakan sebagai dasar pertimbangan alokasi dana APBD untuk

BLUD.

Pasal 19

Tim ariggaran pemerintah daerah menyampaikan kembali RKA beserta

RBA yang telah dilakukan penelaahan sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 17 ayat (1) kepada PPKD untuk dicantumkan dalam rancangan

peraturan daerah tentang APBD yang selanjutnya ditetapkan menjadi

Peraturan Daerah tentang APBD.

Q) Talıapan dan jadıval proses penyusunan dan penetapan RBA mengikuti

tahapan dan jadwal proses penyusunan dan penetapan APBD.

PasM20

(1) Berdasarkan APBD yang telah ditetapkan, Pemimpin melakukan

penyesuaian terhadap RBA untuk ditetapkan menjadi RBA definitif.

RBA definitif digunakan sebagai dasar penyusunan DPA untuk

diajukan kepada PPKD.

Dipindai dengan C:amScanner
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PELAKSANAANANGGARANBLUD

Paeal 21

BLUD menyusun DPA berdasarkan peraturan daerah tentang

diajukan kepada PPKD.

()

{2)

{2)

(

(1)

Bagian Kesatu

DPA RSUD

PasaJ 22

APBD untuk

DPA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 1 memuat peridapatan,

belanja dan pembiayaan.

PPKD mengesahkan DPA sebagai dasar pelaksanaan angg£tfan BLUD.

PPKD sesuai dengan kewenangannya mengesahkan DPA paling lambat

tanggal 3 1 Desember menjelang awal tahun anggaran berikutnya

sebagai dasar pelaksanaan anggaran.

[3) Pengesahan DPA berpedoman pada peraturan perundang-undangan

yang berlaku.

Dalam halDPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum disahkan

oleh PPKD, RSUD dapat melakukan pengeluaran uang paling tinggi

sebesar angka DPA tahun sebelumnya.

PasM23

DPA yang telah disahkan oleh PPKD sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 22 ayat (2) menjadi dasar pelaksanaan anggaran yang bersumber

dari APBD.

Pelaksanaan anggaran yang bersumber dari APBD sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk belanja pegawai, belanja

modal dan belanja barang dan/atau jasa yang mekanismenya

dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

{3) Pelaksanaan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan

secara berkala sesuai dengan kebutuhan yang telah ditetapkan,

dengan memperhatikan anggaran kas dalam DPA, dan

memperhitungkan:

a. jumlah kasyang tersedia;

b. proyeksi pendapatan; dan

c. proyeksi pengeluaran.

{4) Pelaksanaan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (l), dengan
melampirkan RBA.

Dioindai dengan CamScanner
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Penarikan

dİpergunak

d&Ile aebagaWana dimakaud
an untuk

dİlQİfukan dengan

Penarlkan dana

diJergunakan
ketentuan

penerbİtan SPM.

pada ayat (1) ra•g
belanja barangdan/atau jaea dan belanja modftl

eebagaima»a dimaksud pada ayat (1) y-g

untuk belanja pegawai, diperlakukan eeeuai dengan

perundangan.

Pasal 24

>$A yang telnh disahkan dan RBA menjadi lampiran perjanjian kine a

yangditandatangani oleh kepala daerah dan pemimpin BLUD.

Pcr.janjinn kinerjn eebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain

memuratkesanggupan untuk meningkatkan:

n. kinerja pelayanan laagi magyarakat;

b. kincrja keuangan;dan

c. manfaat bngi masyaral‹at.

(3) f°erjanjian lcinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan

manifestasi dari hulaungan kerja antara Bupati dan Pemimpin, yang

rIituangkan dalam perjanjian kinerja.

(4) Dalam perjanjian kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (i) Bupati

menugaskan Pemimpin untuk menyelenggarakan kegiatan pelayanan

umu m dan berhak mengelola dana sesuai yang tercantum dalam DPA.

Bagian Kedua

Pendapatan

Pasal 25

Pendapatan BLUD bersumber dari:

a. jasa layanan;

b. hibah;

c. hasil kerjasama dengan pihak ketiga;

d. APBD; dan

e. lain-lain pendapatan BLUD yang eah.

Pasal 26

(1) Dalam ha1RSUD sudah ditetapkan eebagai BLUD maka pendapatan

tidak disetor ke Kas Daerah Kabupaten.

Dioindai dengan CamScanner
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°°^ ra•81t&'1J=n Itcpada aasyazfittat.
ndapatan BLUD yang bereumber dari hibah ees«s«n•ana dl•*a*ud

f'asal 23 hurur b„ dapat berupa hibah terikat dan hlbah ddak

terikat yang diperoleh dari maeyarakat atau badan laln.

Pendapatan BLUD yang bersumber daki hibah terik8t eebagalmana

dİmakeud pada ayat (2), digunakan eesuai dengan fujuan pemberian

hİbah. aesuai dengan peruntukannya yang selaras den gan tujuan

BLUD eebagaimana tercantum dalam naskah peŞanjian hibah.

Hasil kerja cama dengan pihak lain eebagaimana dimaksud dalam

Pasal 25 hurufc dapat berupa hasil yang diperoleh dari ke a s&fTl

BLUD.

Pendapatan BLUD yang bersumber dari APBD sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 25 hurufd berupa pendapatan yang berasal dari DPA

APBD.

Lain-lain pendapatan BLUD yang sah sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 2s huruf e, meliputi:

a. jasa giro;

b. pendapatanbunga;

c. keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing;

d. komisi, potongan ataupun bentuk lain sebagai akibat dari

penjualan dan/atau pengadaan barang dan /atau jasa oleh BLU D;

e. investasi; dan

f. pengembangan usaha.

Pasal 27

(1) Pengembangan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (8)

huruf f dilakukan melalui pembentukan unit usaha untuk

meningkatkan layanan kepada masyarakat.

Unit ueaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian

dari BLUD yang bertugas melakukan pengembangan layanan dan

mengoptimalkan sumber pendanaan untuk mendukung kegiatan

BLUD.

Pasal 28

Pendapatan BLUD sebagaimaria dimaksud dalam Paeal: .25 huruÍ a
sampai dengan

pengeluamn BLUD

tarikat.

huruf e, dikelola langsung untuk membiayai
eesuai dengan RBA, kecuall yang rasaı aari hibah

Dipinda denganCamScann’er ’ ’’ ’ ”



Q Pendap

rnelsltii

atan BLUDsebagaimana
Rekening KasBLUD.

Hibah (€I'ikat sebagaimana

se hai perrinttikannya.

dfmaksud pada ayat (1) dilakSBflK

Pasal 29

dimaksud dalam Pasal 25 ayat (4) diperlakukan

Pasal 30

DetlH1T1 foal RSUD ditunj uk sebagai pelaksana anggaran dekonsentrasi/tugas

9einbatlttian proses pengelola l‹euangannya diselenggarakan secara

teipisah berdasar1‹an ketentuan 3°ang berlaku dalam pelaksanaan APBN.

Bagian Ketiga

Belanja

(1) Belanja BLUD terdiri atas:

a. belanja opei asi; dan

b. belanja modal.

Pasal 31

(2) Belanja operasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a

rnencakup seluruh belanja BLUD u ntuk menjfiankan tugas dan

fungsi.

(3) Belanja operasi sebagaimana dimaksrtd pacla ayat (2) meliputi belanja

pegawai, belanja barang dan jasa, belanja bunga dan belanja lain.

(4) Belanja modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hurufb mericakiip

seluruh belanja BLUD untuk perolehan asset tetap dan aset lainnya

) ang memberi manfaat lebih dari 12 (dna belas) bulan untuk

digunakan dalam kegiatan BLUD.

(5) Belanja modal sebagaimana dimaksud pada ayat (4) meliputi belanja

tanah, belanja peralatan dan mesin, belanja gedung dan bargunan,

belanja jalan, irigasi dan jaringan dan belanja aset tetap lainnya.

(6) Komponen belanja dituangkan dalam RBA definitif.

(7) Belanja disesuaikan dengan standar akuntansi pemerintahan.

Pasal 32

(1) Pengelolaan belanja BLUD diberikan

mempertimbangkan volume kegiatan pelayanan.

FleksibilitaS dengan



G >kBb%tep

hansdieeeuakgn d»g«
pada ayät

,' •'k ibiii s: eesaga¡ ana
tgrhada{i belanja

aebagaim g

dimaksud pada ayat (2) dapat

BLUD yang bereumber darl pendapatan
dimQkaud datum. Paeal 25

h-U if.d,’hurufe dan hihah ttdak terlkat.

huruf a, huruf b, huruf 2›

Diälam rangka efieiensi dan efektif terhadap belartja maka RSUD dapat

membuat kebjakan terkait pengelolaan belaka acpgfljafig ddak

merugiban dan menghemat belanja RSUD dengan diatur lebih lanJut

denganPeraturan Direktur.

Ambang batas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupaltafi

besaran persentase realisasi belanja yang diperkenankan melampaul

anggaran dalam RBA dan DPA.

Ö) Dalam hal belanja BLUD melampaui ambang batas aebagaimana

dimaksud pada ayat (5), terlebih dahulu mendapat peraetujuan bupati.

Dalam hal terjadi kekurangan anggaran, BLUD dapat mengajukan

usulan tambahan anggaran dari APBD kepada PPKD.

Pasal 33

(1) Besaran presentase ambang batas sebagaimana dimaksud dalam Paeal

3 1 ayat (2) dihitung tanpa memperhitungkan saldo awal kas.

Besaran presentase ambang batas sebagaimana dimaksud pada ayat

( 1) memperhitungkan fluktuasi kegiatan operasional, meliputi:

a kecenderungan/tren selisih anggaran pendapatan BLUD selain

APBD tahun berjalan dengan realisasi 2 (dna} tahun anggaran

sebelumnya; dan

ß kecenderungan/tren selisih pendapatan BLUD selain APBD

dengan prognosis tahun ariggaran berjalan.

Besaran presentase ambang batas sebagaimana dimaksud pada ayat

(1), dicantumkan dalam RBA dan DPA.

Pencantuman ambang batas sebagaimana dimaksud pada ayat (3)

berupa catatan yang memberikan informasi besaran presentase

ambang batas.

Presentase ambang batas sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

merupakan kebutuhan yang dapat diprediksi, dicapai, terukur,

rasional dan dipertanggungjawabkan,



(›i

(1)

BagianKeempat

Pengelolaan Kas

Pasal 34

Untuk pengelolaan kas BLUD, pemimpin dan Bendahara BLUD

membuka rekening kas BLUD sesuai dengan ketentuan Peraturan

Perundang- undangan.

Rekening kas BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1} digtlflok

untuk menampung penerimaan dan pengeluaran kas yang dananya

bersumber dari pendapatan BLUD sebagaimana dimaksud dalam PaSal

25 hurufa,hurufb,huruf c, hurufd dan hurufe.

y) Transaksi penerimaan dan pengeluaran kas yarig bersumber

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf a, huruf b, hurtlf C,

hurufd dan huruf e, dilaksanakan melalui rekening kas RSUD pada

bank umumyang ditetapkan dengan Keputusari Bupati.

PasM35

Dalam pengelolaan kas, BLUD menyelenggarakan hal-hal sebagai

berikut:

a. perencanakan penerimaan dan pengeluaran kas;

b. pemungutan pendapatan atau tagihan;

c. penyimpan kas dan mengelola rekening BLUD;

d. pembayaran;

e. perolehan sumber dana untuk menutup defisit jangka pendek; dan

f. pemanfaatan surplus kas untuk memperoleh pendapatan

tambahan.

(2) Pemanfaatan surplus kas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruff

dilakukan sebagai investasi jangka pendek pada instrumen keuangan

dengan resiko rendah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan.

(3) Penerimaan RSUD pada setiap hari kerja disetorkan seluruhnya ke

rekening kas RSUD dandilaporkan kepada Pemimpin BLUD melalui

pejabat keuanganRSUD.

(4) Pengelolaan kas RSUD diselenggarakan berdasarkan praktek bisnis

yang sehat.

(5) Pengelolaan Penerimaan dan Pengeluaran Kay Berdasarkan Ketentuan

Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Dioindai dengan CamScanner



(1j

Pengelolaan Piutang dan Utang

PäsaJ 36 ”

RSUD dapat memberikan piutang eehubungan deqgy penyera?ian

baran8. jaea, dan/atau transakei yang berhubungan langettng matlpun

tidak langsung dengan kegiatan RSUD.

Piutang dikelola secara tertib, efisien, ekonomis, tran;g &f1 dan

bertanggung jawab serta dapat memberikan nilai tambah sesuai

dengan prinsip bisnis yang #ehat dan berdasar ketentuan peraturan

perundang- undangan yang berlaku.

RSUD melaksanakan penagihan piutang pada eaat piutarig jätllh

tempo, dilengkapi administrasi penagihan.

Dalam halpiutang sulit ditagih, penagihan piutang di serahkan kepada

Bupati dengan melampirkan bukti yang valid dan 96h.

Pasal 37

(1) Piutang dapat dihapus secara mutlak atau bersyarat apabila sudah

ada penilaian oleh pejabat yang berwenang, yang nilainya ditetapkan

secara berJenjang sesuai ketentuan yang berlaku.

Kewenangan penghapusan piutang sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) ditetapkan oleh Bupati berdasarkan ketentuan peraturan

perundang- undangan yang berlaku.

Pasal 38

(1) RSUD dapat melakukan utang/pinjaman sehubungan dengan kegiatan

operasional dan/atau perikatan peminjaman kepada pihak lain dengan

persetujuan Bupati.

Utang/pinjaman sebagaimana dimaksud ayat (1) berupa

utang/p J an jangka pendek atau utang/pinjamanjangka pajqj g.

jaman dikelola dan diselesaikan secara tertib, efisien, ekonomi3,

transparan dan bertanggung jawab, sesuai dengan praktek bisaio yarig

sehat.

Pa:cal 35

(1) lJtang/pinjamanjangka pendek eebagaimana dimaksud dalam paeal 3g

ayat (2) merupakaii litang/pinyaman yaiig

dari1 (satu} tahun

memberikan manfaatkumng

yang timbul karenakegiatan operasionnl dan/atau
yang diperoleh dengan tujuan untuk menutup eelieih



tq

()

(3j

()

« yangtereedia

proyeksi jumjgy

Pembayaran

pada

dİtambah proyekei jumlah penerimaan kae dengnn

pengeluaran w« dalam1 (satu} tahun anggaran-

* 8/piJ-an jangka pendek sebagaimana dimaksud

RŞHt (1) merupakan kewajiban pembayar kembâfi

* TI/ J an yang harus dilunasi dalam tahun 88
berkenaan.

Utang/pijqj an jangka pendek sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dibuat dalam bentuk perjanjian utang/pinjam y¡tmg ditandatang

oleh pemimpin dan pemberi utang/pinjaman.

Pembayaran kembali utang/pinjaman jangka pendek sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) menjadi tanggungjawab RSUD.

Besarnya utangjangka pendek setinggi-tingginya3 {tigaJ kali perkiraan

pendapatan perbulan dan surplus pendapatan kas.

Pasal 40

(1) Utang/pinjaman jangka panjang sebagaimana dimaksud dalam PaSal

37 ayat (2) merupakari utang/pinjaman yang jqqeyjjberik£LI2 m£LI1f&&t

lebih dari 1 (satu) tahun dengan masa pembayaran kembali atas

utang/pinjaman tersebut lebih dari1 (satu) tahun anggaran.

Utang/pinjaman jangka panjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

hanya nutuk pengeluaran belanja modal.

Pembayaran utarıg/pinjaman jangka panjang sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) meru.pakan kewajiban pembayaran kembali

utang/pinjaman yang meliputi pokok utang/pinjaman, bunga dan

biaya lain yang harus dilunasi pada tahun anggaran berikutnya sesuai

dengan persyaratan perjanjian utang/pinjaman yang bersangkutan

Pasal 41

Hak tagih mengenai utang atas beban negara/daerah kadaluwarsa

setelah 5 (lima) tahun sejak utang tersebut jatuh tempo kecuali

ditetapkan lain oleh undang-undang.

Kadaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertunda apabila

plhak yang berpiutang rnengajukan tagihan kepada daerah sebelum

berakhimya masa kadaluwarsa.

Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku untuk

pembayaran kewajiban bunga dan pokok pinjaman RSUD.

Dioindai dengan CamScanner
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Investasi jangka

dilakukan

mem

pendek sebagaimana
dengan mengoptimalkan su

perhatikanrencana pengeluaran.

Investasi j‘ pyg

(1)mencakup:

dimaksud pada ayat (1) dapat

rpluis kas jangka pendekdengan

ka ep1deb sebagaimana dimaksud pada «att

a.deposito pada bank umum
dengan 12 (dua belas)

secara otomatis; dan

dengan jangka waktu 3 (tiga) S£ P£

bulan dan/atau yang dapat diperpanjarg

b.pembelian SuratBerharga Negara Jangka Pendek.

Karakteristik İlJVeStasi jangka pendek sebagaimana dim kskld pada

£t\'İt (1), meliputi:

a. dapat segera diperjua1belil‹an/dicaiıkan;

b. ditu,jukan untuk masajemen has; dan

C. instrumenkeuangan dengan risil‹o rendah.

Pasal 46

(1) Hasil investasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (1),

merupakan pendapatan RSUD.

(2) Pendapatan RS UD sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) dapat

dipergunakan secara langsung rintuk membiavai belanja sesuai RBA.

Bagian Iletujuh

Pengelolaan Barang

Pasif 47

(1) Pengadaan barang dan/atau jasa BLUD dilakukan berdasarkan prinsip

efisiensi dan ekonomis sesuai dengan praktek bisnis yang sehat.

HSUD diberikan fleksibilitas berupa pembebasan sebagian atau

seluruhnya dari ketentuan yang berlaku umum bagi pengadaan barang

dan/atau jasa pemerintah, bila terdapat alasan efektifitas dam/atau
efisiensi.

Fleksibilitas sebagaimana dimaksud pada

pengadaan barang dan/atau jasa yang

a jasa pelayanan;

£tğüt (2) diberikan terhadap

sumber dananya berasal dari:

b. hibah tidak terikat yang diperoleh dari masyarakat atau badan lain;

c. hasil keŞasama dengan

dan

pihak lain d&m/ atau hasil usaha lainÎ'ly£l¡

d. lain-lain pendapatan BLUD Yangsah.



(1) Ketentu Pengadaan

dim 8ud diam Paeal
Bupati.

Q Peraturan

untuk

48

bBrang dan/atau jaea BLUD eet

47 ayat (1) diatur tersendiri dengan W

BUpati sebagaimana dimaksud pada ayat (J) bertujuan

menjamin l«tereediaan barang dan /atau jaea yana * •
lebih murah, proses pengadaan yang enderhana, ee mudah

menyeeueikan dengan kebutuhnn untuk mendukung keIarlC

peleyenan RLUD.

QJ Ketentu en pengadaRn barang dan /atau jaea yang dftt•t8J9kan Pem P *

R5U D sebagaimana climaksud peda ayat( 1) harus dapat mewujudk8fl

ketersediaan barRng Finn/atnii je ca vang lebihhermutu , lebih mtjrah,

proses pengadaan vurig sedei hana dan cepat eerta ffiUdah

menx'esuaikan deiigati k‹•butu han untuk mendukung kelancaran

pelayRnan RSU 13,

Pasal 49

Pengadaan barang dan/ atau jam xang d mansa bersumber dari hibah

terikat dilaku kara se sua i rlengan:

a. Kebijakan peiaga‹)aan ri ari pern liei‘i lai lid h: aU LI

b. Peraturan Bm pati tentruck '• s•rlaaii i3.ii‘an g na n atau J asa BLUD

sepanjangd isetujui pcm lioi'i l lilla lä

(1) Barang inventaı is milik RSUIJ ilaprll d i hattııs da tı /atau dialihkan

kepada pihak lain atas Hasar’ [sert itıılıanpan rkoıaomis dengan cara

dijual,d İ tU k£tI’a t au cli hi hah km n .

Q} Barang inventaris sebagaimana dirnnksu‹l pada ayat (I) merupakan

barang pakai habis, liarang ii ntiik diolah atau dij ual, barang lainnya

yang tidak me men u hi persyaratan srbagai asset tetap.

Penerimaan hasil penjualan barang inventaris sebagai akibat dari

pengalihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan

pendapatan RSUD.

Hasil penjualan barang inventaris sebagaimana dimaksud pada ayat(lJ

harus dituangkan secara memadai dalam laporan keuan8an RSUD.

Dipindai dengan CamScanner



Tate CBraPengelolaan

perundang-undangan

(q

Paaal 5i

Barang berpedoman pada ketentuan Peraturan

mengenai barang milik daerah.

Bagian Kedelapan

Ke asama

Pasal 52

(1) RSUD dapat melakukan kerjasama dengan pihak lain, untuk

meningkatkankuaıitas dan kuantitas pelayanan.

(2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1),

berdasarkan prinsip efisiensi, efektivitas, ekonomis

menguntungkan.

dilakukan

dan saling

(g) Prinsip saling meriguntungkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

dapat berbentuk finansial dan/atau norr finansial.

Pelaksanaan Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

berpedoman pada ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Bagian Kesembilan

Sisa Lebih Perhitungan Anggaran

PasaJ53

Sisa lebih perhitungan angg£tfan RSUD merupakan selisih lebih antara

realisasi penerimaan dan pengeluaran RSUD selama 1 (satu) tahun

anggaran.

Sisa lebih perhitungan anggaran RSUD sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) dihitung berdasarkan laporan realisasi anggaran pada1 (satul

periode anggaran.

Sisa lebih perhitungan anggaran RSUD sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) dapat digunakan dalam tahun anggaran berikutnya, kecuali

atas perintah Bupati disetorkan sebagian atau seluruhnya ke kas

daerah dengan mempertimbangkan posisi likuiditas dan rencana

pengeluaran RSUD.

Pemanfataan sisa lebih perhitungan anggaran RSUD dalam tahun

anggaran berikutnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat

digunakan untuk memenuhi kebutuhan likuiditas.

Pemarifataan sisa lebih perhitungari anggaran RSUD d&larR tahun

anggaran berikutnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang

digunakan untuk membiayai program dan kegiatan harue melalui

mekanisme APBD.

Dioindai dengan CamScanner



» Pemanfataarl sisa lebih
anagaran

dalam kOndisi mendesak
APBD.

berikLltnya

KrÎteria kondisi

mencakup;

anggarannya

perhitungan an

seba
88aran RSUD dalam tahun

g
£(
'=£iFl£l dımnkstıd pada ayat (5) apabila

dd.patdİlakSa2ıakan mendahului perubahn-n

mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (6)

£L P< gr£t1Tl dan kegiatan pelayanan

b.

pada

belum tersedia dan /atau
tahun anggaran berjalan; dan

keperluan mendesak lainnya yang

dasar masyarakat yang

belum cukupanggarannya

menimbulkan kentgianyang lebih besar

daTı masyarakat.

apabila ditunda akan

bagi pemerintah daerah

(Q Pengelolaarl Siş¡a lebih perhitungan anggaran RSUD sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) diatur tersendiri dengan Peraturan Bupati.

(1

Bagian Kesepuluh

Defisit Anggaran

Pasal 54

Defisit anggaran REUD merupakan selisih kurang antara pendapatan

dengan belanja RS UD.

(2) Dalam hotariggaran RSUD diperkirakand efisit, ditetapkan pembiayaan

untuk menutupi deficit tersebut antara lain dapat bersumber dari sisa

lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumriya dan

perierimaan pirijaman.

Bagian Kesebelas

Penyelesaian Kerugian

Pasal 55

Kerugian pada RSUD yang disebabkan oleh tindakan melanggar hukum

atau kelalaian seseorang, diselesaikan sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan mengenai penyelesaian kerugian daerah.



B££$Ïan Kedua Belas

Penatausahaan Keuangan

Pasal 56

Penatausahaan keuangan RSUD meliputi:

a. pendapatan dan belanja;

b. penerimaan dan pengeluaran;

c. utang/pinjaman;

d. piutang;

e. persediaan;

I, aset tetap;

g. investasi; dan

h. ekuitas.

Pasal 57

Pengguna Anggaran/ Pengguna Barang, Bendahara Penerimaan, Bendahara

Pengeluaran, Bendahara Penerimaan Pembantu, Bendahara

Pembantu dan Unit Kerja pada RSUD yang mengelola uang,

kekayaan daerah yang terdapat pada RSUD

Pengeluaran

barang dan

wajib menyelenggarakan

penatausahaan keuangan sebagaimana dimaksud dal;3Jn PaS

ketentuan peraturan perundang-undangari.

Pasal 58

56 sesuai

(1) Penatausahaan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56

didasarkan padaprinsip manajemen pengelolaan keuangan bisnis yang

sehat, Penatausahaan keuangan harus dilakukan secara tertib, efektif,

efisien, transparan dan dapat dipertanggungjawabkan.

p) Sistem dan prosedur pengelolaan keuangan dan akuntansi

sebagaimana dİITl&.)£SUd dalam Pasal 56 diatur lebih lanjut dengan

Peraturan Direktur.
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BAB VI

PELAPORAN DANPERTANOOUNOJAWABAN KEUANGAN, ENTITAS DAN

BASIS AKUNTANSI

Bagian Keeatu

Pelaporan dan Pertanggungjawaban Keuangan

Paeal 59

(1) RSUD menyusun pelaporan dan pertanggungjawaban berupa 1apOran

lceuangan.

{2) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari'

a. laporan realisasi anggaran;

b. laporan perubahan saldo anggaran lebih;

c. neraca;

d. laporan operasional;

e. laporan arus kas;

f. laporan perubahan ekuitas;dan

g. catatan atas laporan Keuangan.

(g)

(1)

(4}

Laporan keuangan BLUD sebagaimana dimaksud pada

disusun berdasarkan standar akuntansi pemerintahan,

akuntansi dan sistem don prosedur akuntansi.

ayat (2J

kebijakan

Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disertai

dengan laporan kinerja yang berisikan informasi pencapaian hasil

keluaran BLUD.

atau

Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diaudit oleh

pemeriksa eksternal pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan.

Pasal 60

Pemimpin menyusun laporan keuangan semesteran dan tahunari.

p) Laporan keuangan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1}

disertai dengan laporan kinerja paling lama 2 (dua) bulart setelah

periode pelaporan berakhir, setelah dilakukan reviu oleh SKPD yang

membidangi pengawasan dipemerintah daerah.

Laporan keuangan sebagaimana dimaksud

diintegraeikan/dikonsolidasikan ke dalam laporan

untuk selanjutnya diintegrasikan/dikonsolidasikan

keuangan pemerintah daerah.

Hasil reviu sebagaimana dimaksud pada

dari laporan keuangan BLUD tahunan.

pada ayat (2)

keuangan SKPD,

ke dalam laporan

ayat (2] merupakan kesatuan
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«) RS U D sebagai

dinas/Badan

Ba$ian Kedua

EntitasPelaporan Keuangan Daerah

Pasal 61

Satuan Kerja Pemerintah Daerah/Unit Pelaksana Teknis

merupakan entitas akuntansi keuangan daerah.

Direktui sela1‹u pengguna anggaran/pengguna barang wajib

lcenyusun laporan keuangan yang disampaikan kepada PPKD untuk

tligabung menjadi laporan keuangan Pemerintah Kabupaten.

Bagian Ketiga

Basis Al‹untansi

Pasal 62

Basis a1‹un tan si ’itu CllJU laal‹aia bla lam laporan keu an gan RSUD adalah:

a Basis has mot l‹ pcngal‹uan pendapatan dan belarija daJam Lapora:n

Realisasifinggaian;

b. Basis Akrual u ntuk pengal‹uaıa asset, kewajiban dan elei tas

dalamNeraca.

RAB Vl1

A IIUNTABfLlTAS ltJN E RJA

Pasal 63

(1) Pemimpin bertanggung jawab terhadap kinerja operasional RSUD

sesuai dengan tolak ukur yang ditetapkan dalam RBA.

{2) Pemimpin mengikhtisarkan dan melaporkan kinerja operasional RSUD

secara terintegrasi dengan laporan l‹euaiagan tahunan sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 60 ayat (2).

Di pindai dengan ja mseanner



BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 64

Peraturan Bupati inimulai berlaku pada tanggal4 Januari 2021.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangn

Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten

Barat.

Diundangkan diTali ang

pada tanggal

SEI(RETARIS DAERAH

202t

KABUPATEN SUMBAWA BARAT,

peratu

SumbaW6

BERITA DAERAH KABUPATEN SUMBAWA
BARAT TAHUN 2021 NOMOR
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